ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas
makanan dan minuman memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi
penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Pidie. Namun, realisasi penerimaan PBJT yang masih berada di
bawah target menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.
Selain itu, masih ditemukan wajib pajak yang belum terdaftar, rendahnya
kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan,
keterbatasan sumber daya pengawasan, serta belum meratanya sosialisasi
perpajakan kepada wajib pajak. Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya
kendala dalam implementasi kebijakan pengawasan PBJT atas makanan dan
minuman di Kabupaten Pidie yang perlu dianalisis lebih mendalam. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan Pajak Barang
dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kabupaten Pidie serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.
Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn
(1975) melalui enam aspek, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,
komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana,
kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta kecenderungan pelaksana. Data
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan PBJT atas makanan dan
minuman di Kabupaten Pidie belum optimal. Faktor pendukung implementasi
terdiri atas adanya dasar hukum yang jelas, komitmen aparatur dalam
melaksanakan pengawasan, koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana,
serta meningkatnya kesadaran sebagian wajib pajak. Sementara itu, faktor
penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, masih
rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian wajib pajak, kondisi ekonomi
pelaku usaha yang tidak stabil, serta sosialisasi dan pemahaman perpajakan yang
belum merata. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pengawasan belum mampu
menjangkau seluruh wajib pajak secara maksimal sehingga realisasi penerimaan
PBJT belum mencapai target yang ditetapkan. Rekomendasi Pemerintah
Kabupaten Pidie perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia
pengawasan, memperluas sosialisasi perpajakan kepada pelaku usaha,
memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, serta mengoptimalkan sistem
pengawasan agar pelaksanaan kebijakan PBJT dapat berjalan lebih efektif dan
mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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